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Menimbang 

Mengingat 

BUPATI KEPULAUAN ARU 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 
NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG 

PAJAK RESTORAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN ARU, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 95 

ayat (1) Undang-Undang Noor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah, pcrlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran; 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Tirnur, 

Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten 

Kepulauan Aru ([Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4350); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Namor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Rcpublik Indonesiu Nomor 5049); 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pererintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Noor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5587) 

sebagaimane telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Noror 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Noror 23 

Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

dan 

BUPATI KEPULAUAN ARU 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RES'TORAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Pajak Restoran adala.h Pajak atas pelayenan yang disediakan oleh 

Restoran. 

2. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan 

dipungut bayaran, yang rencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, 

warung, bar dan sejenisnya termasuk jase boga/katering. 

3. Objek Pajak adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Dacrah kepada orang pribadi atau Badan untuk tujuan 

kepentingan umum, 

4. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan 

pajak 



' 

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak dan pemungut pajak, yang rempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

Per pajakan Daerah. 

6. Surat Ketetapen Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 

yang terutang. 

7. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru. 

8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat 

SKPDKB, adalah Surat Kettapan Pajak yang menentukan besarnya 

jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jurlah kekurangan pembayaran 

pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih 

harus dibayar. 

9. Surat Ketctapan Pajak Dacrah urang Bayar Tambahan, yang sclanjutnya 

disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan 

tamnbahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. 

IO. Surat Togihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD adalah surat 

untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa 

bunga dan/atau denda. 

I 1 .  Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan 

Daerah. 

BAB LI 
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK 

Pasal 2 

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan 

oleh Restoran. 

Pasal 3 

(1) Objek Pajak Restoran adalah pclayanan yang disediakan oleh Restoran. 

(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat () 

meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang 

dikonsurnsi oleh pembeli, batk dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di 

tern pat lain. 

(3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pade ayat (l) 

adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya 

tidak melebihi 6.000.000,00.- (enam juta rupiah) dalam {satu) bulan. 
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Pasal 4 

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli 

rhakanan dan/atau min~ran dari Restoran. 

Pasa1 5 

Wajib Pajak Restoran ~dalah orang pribadi atat Badan yang mengusahaknn 

Restoran. 

BAB III 

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 

Pasal 6 

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jurlah pembayaran yang diterira 

atau yang seharusnya diterima Restoran. 

Pasal 7 

Tarif Pajak Restoran dittapkan scbesar 10 % (sepuluh persen). 

Pasal 8 

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan care 

mengalikan tarif scbagaimana diraksud dalam Pasal 7 dengan dasar 

pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

BAB IV 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 9 

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. 

BABV 

MASA PAJAK 

Pasal 10 

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan. 
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BAB V 

PENETAPAN 

Pasal 11 

Saat pajak restoran terutang ditetapkan berdasarksn Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD' atau dokuren lain yang dipersamakan. 

BAB VII 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 

Pasal 12 

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan pcnyotoran 

Pajak yang terutang paling lama 30 (iga puhuh) hari kerja setelah saat 

terutangnya Pajak dan paling lama 6 (enamj bulan scjak tanggal 

diteriranya SPPT oleh wajib Pajak. 

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusen pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan dan Putuaan Banding, yang menyebabkan jumlah 

pajak yang harts dibayar bertambah merupakan dasar pcnagihan Pajak 

dan harus d~lunasi dalam jangka waktu paling lama l(satu) bulan sejak 

tanggal diterbitkan. 

(3) Bupati atas permohonan wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk 

mengangsur atau menunda perbayaran Pajak, dengan dikenakan bunga 

sebesar 2 % (dua persen) sebulan. 

(4] Ketentuan lebih lanjut mcngcnai tata cara pembayaren, penyetoran, 

tempat pembayaran, angst.ran dan penundaan pembayaran Pajak diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 13 

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, TPD, Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding 

yeng tidak atau kurang dibayar oleh wajib Pajak pada waktunya dapat 

ditagih dengan Surat Paksa. 

[2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan 

Perundang-Undangan. 



BAB VIII 

KEDALUWARSA 

Pasal 14 

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah 

mclampaui waktu S (lira} Tahun terhitung scjak saat terutangnya Pajak. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat () 

tertangguh apab~la : 

a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau 

b. ada pengakuan hutang Pajak dari wajib Pajak, baik langsung rhaupun 

tidak langsung, 

(3) Dalarn hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 

tanggal penyampaian surat paksa tersebut. 

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung scbegaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b adalah wajib Pajak degan kesadarannya menyatakan masih 

mempunyai utang Pajak dan behum mclnasinya kcpada Pemerintah 

Daerah. 

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung scbagaimann dimaksud pada ayat 

(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Pajak. 

BAB IX 

ANKSI ADMINISTRAT'IF 

Pasal 15 

(I) Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 

membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga scbesar 2 % 

(dua persen) setiap bulan dari pajak yang terutang yang tidak atau kurang 

dibayar. 

(2) Sanksi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dikcnakan untuk paling lama 

5 (lima) bulan 



BABX 

KETENTUAN PEN'UT'UP 

Pasal 16 

Peraturan Daerah ini mhulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

gar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Artu. 

Ditetapken di Dobo 
pada tanggal I9 April 2017 

BUPATI KEPULAUAN ARU, 

ttd 

JOHAN ONGA 

Diundangkan di Dobo 
pada tanggal 15 Mei 2017 
Pit SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 

ttd 

MOHAMAD DJUMPA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

TAHUN 2O17 NOMOR 4 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI 

MALUKU : NOMOR 25/3/TAHUN 2017 

Salina@csuai dcngan aslinya 
KEPAE' W IKUM, 

« 

,, 

WIN M. SOUSSA S 
NIP. 19711105 200501 1 009 


